
 
 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR 

RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG 

 
NOMOR 292 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
STANDAR PELAYANAN 

RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO 

 
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas peyelenggaraan 

pemerintahan yang baik serta untuk mewujudkan 

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan diperlukan 

adanya standar pelayanan; 

  b. bahwa RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai salah satu 

sarana kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk selalu 

memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan 

standar yang ditetapkan dan menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat;  

 c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian 

ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan, perlu ditetapkan standar pelayanan Rumah 

Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan Surat 

Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Rumah 

Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1950); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 68871);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 

di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6659); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha 

dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

194/MENKES/SK/ II/2003 tentang Peningkatan Kelas 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik 

Pemerintah Kota Semarang; 
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17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2016 Nomor 111); 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 114); 

19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah 

Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Semarang; 

20. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 

2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU); 

21. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 

tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai 

Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. 

Wongsonegoro wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ 

pelaksana dan sebagai acuan dalam  penilaian kinerja 

pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat 

pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU terdiri atas: 

a. dasar hukum 

b. persyaratan pelayanan 

c. sistem, mekanisme dan prosedur 

d. jangka waktu pelayanan 

e. biaya/tarif 

f. produk layanan 

g. sarana prasarana/fasilitas 

h. kompetensi pelaksana 

i. pengawasan internal 

j. penanganan pengaduan 

k. jumlah pelaksana 
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l. jaminan pelayanan 

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 

n. evaluasi kinerja pelayanan 

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua 

seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

KEEMPAT : Jenis-jenis pelayanan pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro 

meliputi: 

1. Pelayanan Rawat Jalan 

2. Pelayanan Gawat Darurat 

3. Pelayanan Rawat Inap 

4. Pelayanan Bedah Sentral 

5. Pelayanan Rawat Intensif Dewasa 

6. Pelayanan Rawat Intensif Anak 

7. Pelayanan Kamar Bersalin 

8. Pelayanan Hemodialisa 

9. Pelayanan Rehabilitasi Medik 

10. Pelayanan Farmasi 

11. Pelayanan Laboratorium 

12. Pelayanan Bank Darah 

13. Pelayanan Radiologi 

14. Pelayanan Gizi 

15. Pelayanan Kamar Jenazah 

16. Pelayanan Ambulan 

KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 366 Tahun 2023 

tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 

K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tanggal 2 Maret 

2023 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro. 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  

Ditetapkan di Semarang 
Pada tanggal 30 Oktober 2024 

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH 

K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG 

 

 

 

EKO KRISNARTO 
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LAMPIRAN  : KEPUTUSAN DIREKTUR 

  RSD K.R.M.T WONGSONEGORO  
  KOTA SEMARANG 

  Nomor : 292 TAHUN 2024 
    Tanggal : 30 Oktober 2024 

 

STANDAR PELAYANAN 

RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG 

 

A. PELAYANAN RAWAT JALAN 

1. KLINIK SPESIALIS/SUB SPESIALIS/GIGI UMUM/GIGI SPESIALIS 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien Umum: 

NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP/Paspor) 
2. Pasien BPJS: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu BPJS 
b. Surat Rujukan Online/Surat Kontrol 

3. Pasien Jasa Raharja: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP) 
b. Surat jaminan dari Jasa Raharja 

Catatan: Kebijakan identifikasi pasien menggunakan NIK 
yang terdapat pada kartu identitas (KTP) 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

Pasien BPJS : 

1. Pasien melakukan pendaftaran online melalui 
aplikasi MyRSWN/Website: rswnsmg.com/JKN 
Mobile 

2. Pasien melakukan verifikasi kedatangan di anjungan 
3. Pasien lama menuju ke nurse station untuk 

dilakukan anamnesa dan finger print kemudian akan 
diterbitkan e-SEP oleh petugas.  

Pasien baru menuju loket pendaftaran untuk 
registrasi dan finger print dan kemudian diterbitkan 

e-SEP, selanjutnya menuju nurse station untuk 
dilakukan anamnesa 

4. Pasien menunggu panggilan di ruang tunggu klinik 

yang dituju 
5. Pasien diperiksa oleh dokter kemudian menuju 

pemeriksaan penunjang sesuai advis dokter 
6. Pasien kembali ke klinik setelah selesai dilakukan 

pemeriksaan penunjang  
7. Pasien menuju farmasi rawat jalan untuk 

mendapatkan obat 

 
Pasien Umum : 

1. Pasien melakukan pendaftaran online di MyRSWN/ 
rswnsmg.com/mobile JKN 

2. Pasien melakukan verifikasi kedatangan di anjungan 
3. Pasien lama menuju kasir untuk melakukan 

pembayaran pendaftaran, pasien baru menuju loket 

pendaftaran untuk dilakukan registrasi, kemudian 
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menuju kasir untuk melakukan pembayaran 
pendaftaran 

4. Pasien menuju ke nurse station untuk dilakukan 
anamnesa oleh petugas 

5. Pasien menunggu panggilan di ruang tunggu klinik 
yang dituju 

6. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan 
menuju pemeriksaan penunjang sesuai advis dokter 

7. Sebelum pemeriksaan penunjang, pasien menuju ke 

kasir untuk melakukan pembayaran pemeriksaan 
penunjang yang dituju 

8. Pasien kembali menuju klinik setelah selesai 
dilakukan pemeriksaan penunjang 

9. Pasien menuju farmasi rawat jalan untuk 
mendapatkan bukti tagihan kemudian menuju ke 

kasir untuk melakukan pembayaran 
10. Pasien kembali ke farmasi rawat jalan untuk 

mengambil obat 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Waktu Pelayanan  

a. Senin – Kamis jam 08.00 – 15.00 
b. Jumat jam 07.30 – 14.00 

Catatan: sesuai jadwal praktek dokter 
2. Waktu tunggu rawat jalan kurang dari 60 menit 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 
Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 

dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 
Pasien naik kelas sesuai ketentuan yang berlaku 

3. Pasien Asuransi Lain: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

1. Pelayanan Medik Umum terdiri atas:  

a. Pelayanan Medik Gigi Mulut 
b. Pelayanan Klinik Karyawan 
c. Pelayanan Medical Check Up (MCU) 

d. Klinik Karyawan 
2. Pelayanan Medik Spesialis dan Sub Spesialis terdiri 

atas:  
a. Spesialis Penyakit Dalam 

b. Sub Spesialis Endokrin Metabolik Diabetes 
c. Sub Spesialis Ginjal dan Hipertensi 

d. Sub Spesialis Hematologi Onkologi Medik 
e. Spesialis Anak  
f. Spesialis Bedah Umum 

g. Spesialis Bedah Orthopedi 
h. Spesialis Bedah Saraf 

i. Spesialis Bedah Urologi 
j. Sub Spesialis Bedah Onkologi 

k. Sub Spesialis Bedah Anak 
l. Sub Spesialis Toraks Kardiovaskular 
m. Sub Spesialis Bedah Kepala Leher 

n. Spesialis Kebidanan dan Kandungan 
o. Spesialis Paru 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 7 #)



 

p. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 
q. Spesialis Mata 

r. Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) 
s. Spesialis Saraf 

t. Spesialis Kulit dan Kelamin 
u. Spesialis Kedokteran Jiwa 

v. Spesialis Rehabilitasi Medis 
w. Spesialis Gizi Klinik 
x. Spesialis Anestesi 

y. Spesialis Bedah Mulut 
z. Spesialis Orthodontia 

aa. Spesialis Kedokteran Gigi Anak 
bb. Spesialis Konservasi Gigi  

3. Pelayanan Khusus terdiri atas:  
a. Klinik Tumbuh Kembang 
b. Klinik Voluntary Counseling Test (VCT) dan Care 

Support and Treatment (CST) 

c. Klinik Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 
Lainnya (NAPZA)  

d. Pojok Tuberkulosis-Directly Observed Treatment, 
Shortcourse (TB-DOTS) 

e. Klinik Vaksin 
f. Klinik Konsultasi Laktasi 
g. Pojok COVID-19 

6. Penanganan, 

Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 

berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  
a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 

e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 

g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan 

Eksekutif di Rumah Sakit; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ 

Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Rumah Sakit. 

2. Sarana, 
Prasarana/ 

Fasilitas 

1. Sarana:   
a. Alat Kesehatan/Medis 

b. Alat Non Medis 
c. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 

d. Obat/Perbekalan Farmasi 
e. Telefon 
f. Televisi 

g. Alat Tulis Kantor (ATK)  
h. Mebelair 

i. Air Conditioner (AC)  
j. Alat Permainan Anak 

k. Komputer dan Printer 
l. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana:  

a. Ruang Pendaftaran (Loket/Meja Pendaftaran) 
b. Ruang Pemeriksaan Pasien dan Konsultasi 

dokter 
c. Ruang Tindakan 

d. Ruang Edukasi Pasien dan Keluarga 
e. Ruang Kepala Instalasi Rawat Jalan 
f. Nurse Station 

g. Ruang Informasi 
h. Ruang Laktasi 

i. Ruang Janitor 
j. Ruang Tunggu 

k. Mushola 
l. Area Bermain Anak 
m. Toilet Pasien/Petugas 

n. Pos Sekuriti 
o. Sarana Parkir 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

1. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 

(TPPRJ):  
a. Ijazah minimal Diploma (D3) Rekam Medik 

b. Memahami penjabaran tugas dan fungsi 
pendaftaran pasien rawat jalan 

2. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  

a. Ijazah Dokter Spesialis/Sub Spesialis sesuai 
bidangnya 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan 
Klinis (sesuai bidangnya) 
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3. Dokter Umum:  
a. Ijazah Dokter Umum 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP) 

c. SK Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan 
Klinis (sesuai bidangnya) 

4. Perawat/Bidan:  
a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) 

Keperawatan/Kebidanan 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Kerja Bidan 

(SIKB) 
c. Sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 

(BTCLS) 
5. Petugas Farmasi 

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 
b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 

Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 

Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 
Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 

Praktek Apoteker (SIPA) 
6. Petugas Administrasi:  

a. Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat 

Jalan 
2. Supervisi internal oleh Manajemen 

3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
rawat jalan, terdiri dari: 
1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 

2. Dokter Gisi Umum/Spesialis 
3. Dokter Umum 

4. Perawat 
5. Bidan 

6. Petugas TPPRJ 
7. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien 
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 
3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 
4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 

digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 

c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 
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e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 
2 (dua) kali dalam setahun 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 
perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 

 
2. KLINIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TERINTEGRASI 

(YANKESTRAD) 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan Pasien Umum: NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP/Paspor) 

2. Sistem, 

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pasien melakukan pendaftaran online melalui 

aplikasi MyRSWN/Website: rswnsmg.com/JKN 
Mobile 

2. Pasien melakukan verifikasi kedatangan di anjungan 
3. Pasien lama menuju kasir untuk melakukan 

pembayaran pendaftaran, pasien baru menuju loket 
pendaftaran untuk dilakukan registrasi, kemudian 
menuju kasir untuk melakukan pembayaran 

pendaftaran 
4. Pasien menuju ke nurse station untuk dilakukan 

anamnesa oleh petugas 
5. Pasien menunggu panggilan di ruang tunggu klinik 

Yankestrad 
6. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter 

Yankestrad dan dilakukan tindakan sesuai indikasi 

7. Pasien menuju farmasi rawat jalan untuk 
mendapatkan bukti tagihan kemudian menuju ke 

kasir untuk melakukan pembayaran 
8. Pasien kembali ke farmasi rawat jalan untuk 

mengambil obat 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Waktu tunggu di Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Terintegrasi adalah 60 (enam puluh) menit 
2. Waktu penyelesaian pelayanan Yankestrad 

tergantung tindakan yang dilakukan pada pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi terdiri 
atas:  

1. Klinik Yankestrad meliputi: 
a. Klinik Akupunktur 

b. Klinik Akupresure 
c. Klinik Pijat Baduta 
d. Klinik Konsultasi Obat Herbal 
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2. Klinik Wellness terdiri atas: 
a. Klinik Pijat Refleksi 

b. Klinik Pijat Relaksasi 

6. Penanganan, 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  

1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 
Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 

lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 
2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 

f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 

Prasarana 
dan/atau 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Kesehatan/Medis 

b. Alat Non Medis 
c. Bahan Habis Pakai (BHP) 

d. Perbekalan Farmasi 
e. Telepon 
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f. Alat Tulis Kantor (ATK)  
g. Mebelair 

h. Air Conditioner (AC)  
i. Komputer dan Printer 

j. Software dan Jaringan internet 
2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Akupunktur 
b. Ruang Akupresure 
c. Ruang Pijat Baduta 

d. Ruang Pijat Refleksi dan Relaksasi 
e. Ruang Konsultasi Obat Herbal 

f. Ruang Edukasi Pasien dan Keluarga 
g. Nurse Station 

h. Ruang Tunggu 
i. Mushola 

j. Toilet Pasien/Petugas 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Dokter Umum:  

a. Ijazah Dokter Umum 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP) 
c. SK Penugasan Klinis Kewenangan Klinis (sesuai 

bidangnya) 
d. Sertifikat Akupunktur/Akupresure 

2. Perawat/Bidan:  

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) 
Keperawatan/Kebidanan 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Kerja Bidan 

(SIKB) 
c. Sertifikat Pelatihan Pijat Baduta 

3. Tenaga Kesehatan Tradisional: 

a. Ijazah Diploma (D3) Akupunktur 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) 

c. Sertifikat Kompetensi Akupunktur 
4. Petugas Farmasi Konsultasi Obat Herbal: 

a. Ijazah Sarjana (S1) Kefarmasian 
b. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan 

Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) 

5. Petugas Administrasi:  
a. Ijazah SMA 

b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 
komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat 

Jalan 
2. Supervisi internal oleh Manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

Yankestrad, terdiri dari: 
1. Dokter Akupunktur 

2. Dokter Akupresure 
3. Nakes Tradisional 
4. Perawat/Bidan 

5. Petugas Farmasi 
6. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 

Pelayanan 
1. Maklumat Pelayanan 
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2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien 

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 
Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 

kerahasiaannya 
2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 
3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 

a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 

c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 
2 (dua) kali dalam setahun 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 

B. PELAYANAN GAWAT DARURAT 
 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 
NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP/Paspor)/Kartu 

BPJS/Kartu Kepesertaan Asuransi lain 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pasien gawat darurat diterima petugas untuk 
menentukan kegawatan di ruang triase 

2. Pengantar mendaftar di Tempat Pendaftaran Pasien 
Gawat Darurat (TPPGD) 

3. Pasien yang datang tanpa pengantar akan dibantu 

petugas TPPGD untuk melakukan pendaftaran 

4. Petugas TPPGD mencetak label identitas pasien dan 
gelang pasien untuk diserahkan kepada 
dokter/perawat/bidan jaga 

5. Pasien BPJS melakukan finger print dan diterbitkan 
e-SEP oleh petugas TPPGD (sesuai kriteria gawat 
darurat) 

6. Pasien diperiksa dan dilakukan tindakan oleh dokter 

dan perawat jaga IGD sesuai indikasi/tingkat 
kegawatdaruratan pasien 

7. Dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 
sesuai penilaian dokter 

8. Untuk pasien indikasi rawat jalan berdasar hasil 
pemeriksaan dokter: 

a. Petugas Farmasi menyiapkan obat yang akan 
dibawa pulang pasien 
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b. Penyelesaian administrasi di IGD 

c. Pembayaran di kasir untuk pasien umum 

9. Untuk pasien indikasi rawat inap berdasar hasil 
pemeriksaan dokter: 

a. Petugas IGD menyampaikan kepada petugas 
ruang perawatan yang dituju 

b. Portir/Perawat/Bidan/Dokter mengantar pasien 
ke ruang perawatan yang dituju 

10. Untuk pasien indikasi rujuk ke FKRTL lain berdasar 
hasil pemeriksaan dokter: 

a. Petugas IGD melakukan rujukan ke FKRTL lain 
melalui Sisrute 

b. Petugas Ambulans menyiapkan ambulans 
rujukan 

c. Menunggu kesiapan FKRTL lain dalam 
menerima pasien 

d. Pasien diantar ke FKRTL sesuai Sisrute dengan 
didampingi Perawat/Bidan/Dokter 

11. Pasien/keluarga pasien mendapatkan penjelasan 
dari Dokter IGD/Perawat/Bidan dan Petugas TPPGD 
tentang prosedur layanan yang diberikan 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

Jangka Waktu pelayanan gawat darurat: 
1. Pelayanan IGD 24 (dua puluh empat) jam setiap hari 

2. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat 
adalah 5 (lima) menit 

3. Waktu penyelesaian pelayanan gawat darurat sesuai 

dengan kondisi pasien 

4. Untuk pasien rawat inap pindah ke ruang rawat inap 
maksimal 2 (dua) jam setelah kondisi pasien stabil 

dan ruangan tersedia 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Asuransi Lain: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

Catatan: Tidak ada pembayaran uang muka untuk 
pasien gawat darurat 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Gawat Darurat terdiri:  
1. Pelayanan Gawat Darurat Bedah Trauma dan Non 

Trauma 
2. Pelayanan Kegawatan 

3. Pelayanan PONEK 
4. Pelayanan Visum Luar 

5. Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan 
Anak 

6. Penanganan, 

Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  

1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 
Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 

lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 
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2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  
a. Whatsapp: 08893536866 

b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 

f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 
Terpadu; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/ 

SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat 
Darurat Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 

Prasarana 
dan/atau 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Kesehatan/Medis 

b. Emergency streacher/brankard 
c. Kursi roda 

d. Alat resusitasi 
e. Obat/Perbekalan Farmasi 
f. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 

g. Alat tindakan dan pemeriksaan medis 
h. Alat Pelindung Diri (APD) 

i. Alat non medis 
j. Mebelair 
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k. Air Conditioner (AC) 
l. Telefon 

m. Televisi 
n. Alat Tulis Kantor (ATK) 

o. Komputer dan Printer 
p. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  
a. Ruang Triase 
b. Ruang Tindakan Bedah Minor 

c. Ruang Tindakan Anak 
d. Ruang Tindakan Medikal 

e. Ruang Tindakan PONEK 
f. Ruang Resusitasi 

g. Ruang Observasi Isolasi/Non Isolasi 
h. Kamar Operasi 

i. Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 
j. Nurse Station 
k. Depo Farmasi IGD 

l. Ruang Dokter Jaga 
m. Ruang Perawat/Bidan Jaga 

n. Ruang Kepala Instalasi 
o. Ruang Rapat 

p. Toilet Pasien/Petugas 
q. Spoelhoek (Ruang Cuci Alat Kesehatan) 
r. Ruang Dekontaminasi 

s. Ruang Gas Medis 
t. Ruang Tunggu 

u. Kasir 
v. Tempat Parkir 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 

(TPPGD) dan Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap 
(TPPRI):  
a. Ijazah minimal Diploma (D3) Rekam Medik 

b. Memahami penjabaran tugas dan fungsi 
pendaftaran pasien gawat darurat dan rawat 

inap 
2. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  

a. Ijazah Dokter Spesialis/Sub Spesialis sesuai 
bidangnya 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP)  
c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 

(sesuai bidangnya) 
3. Dokter Umum:  

a. Ijazah Dokter Umum 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP) 

c. SK Penugasan Klinis Kewenangan Klinis (sesuai 
bidangnya) 

d. Sertifikat Basic Life Support (BLS)/Pertolongan 
Pertama Gawat Darurat (PPGD)/General 

Emergency Life Support (GELS)/Advance Trauma 
Life Support (ATLS)/Advance Cardiovascular Life 

Support (ACLS) 
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4. Perawat/Bidan:  
a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) 

Keperawatan/Kebidanan 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Kerja Bidan 
(SIKB) 

c. Sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 
(BTCLS) 

5. Petugas Farmasi: 

c. Ijasah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 
a. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 

Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 
Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 

Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 
Praktek Apoteker (SIPA) 

6. Petugas Administrasi:  
a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 
7. Petugas Pengemudi Ambulans Gawat Darurat: 

a. Minimal Ijazah SMA 
b. Surat Ijin Mengemudi (SIM) 

c. Sertifikat Bantuan Hidup Dasar (BHD) 
d. Memiliki kemampuan mengemudikan ambulans 

8. Petugas Portir 

a. Ijazah SMA 
b. Sertifikat Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Gawat 

Darurat 
2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

gawat darurat, terdiri dari: 
1. Dokter Umum 

2. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 
3. Perawat 

4. Bidan 
5. Petugas TPPGD/TPPRI 
6. Petugas Farmasi 

7. Petugas Administrasi 
8. Petugas Pengemudi Ambulans 

9. Portir 

6. Jaminan 

Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien 

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 

Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 

kerahasiaannya 
2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 
3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 

a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
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b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 

C. PELAYANAN RAWAT INAP 
 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien BPJS:  

a. Kartu Identitas (KTP) 

b. Kartu BPJS 

2. Pasien umum: 
Kartu Identitas (KTP/Paspor) 

3. Pasien Jaminan Asuransi lain: 
a. Kartu Identitas (KTP) 

b. Kartu Kepesertaan Asuransi 

2. Sistem, 

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pasien mendapatkan surat pengantar rawat inap 
(admission note) dari dokter yang memeriksa di 

klinik atau Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
2. Pasien atau pengantar pasien menyerahkan surat 

pengantar rawat inap (admission note) ke Tempat 

Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) 
3. Petugas TPPRI melakukan verifikasi dan 

menginformasikan ketersediaan ruang perawatan 
kepada pasien/keluarga/ pengantar 

4. Pasien/keluarga/pengantar mengisi dan 
menandatangani surat persetujuan rawat 

inap/General Consent 
5. Petugas TPPRI menginput pasien yang akan rawat 

inap ke dalam sistem informasi rumah sakit 

6. Petugas Ruang Rawat Inap menyiapkan tempat tidur 
pasien 

7. Perawat/portir mengantarkan pasien ke ruang 
perawatan dan menyerahkan pasien kepada perawat 

ruang rawat inap 
8. Perawat ruang rawat inap memastikan kebenaran 

identitas pasien dan kelengkapan administrasinya 

9. Perawat ruang rawat inap menerima pasien 
10. Perawat melakukan asesmen rawat inap 

11. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter 
Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)/Dokter Jaga 

Bangsal 
12. DPJP melakukan asesmen, perencanaan dan 

tindakan medis sesuai kondisi pasien 
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13. Selama dalam perawatan, pasien mendapatkan 
pelayanan gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, 

sarana dan prasarana sesuai kebutuhan klinis 
pasien 

14. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan 
kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh Manajer 

Pelayanan Pasien (MPP) sesuai kriteria 
15. Selama masa Perawatan, jika pasien mendapatkan 

pelayanan tindakan berisiko tinggi seperti: 

pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan 
meminta persetujuan informed consent sebelum 

layanan diberikan 
16. Apabila DPJP memberikan ijin pulang/rujuk, maka 

DPJP membuat resep obat pulang dan melengkapi 
resume pulang pasien 

17. Petugas administrasi melakukan entry billing 
tindakan yang dilakukan pasien 

18. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan 

pulang/rujuk  pasien 
19. Petugas Ruang Rawat Inap rawat inap mengantar 

pasien pulang/rujuk ke tempat penjemputan pasien 
pulang/ambulans rujukan 

3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

1. Pelayanan Rawat Inap 24 (dua puluh empat) jam 
setiap hari 

2. Lamanya hari dirawat tergantung kondisi pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 
Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Asuransi Lain: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 

kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Rawat Inap terdiri atas:  
1. Pelayanan Rawat Inap Kelas III 

2. Pelayanan Rawat Inap Kelas II 
3. Pelayanan Rawat Inap Kelas I 
4. Pelayanan Rawat Inap VIP 

5. Pelayanan Rawat Inap VVIP 
6. Pelayanan Rawat Inap Presiden Suite 

6. Penanganan, 

Pengaduan, 
Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 

berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 

e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 
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PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana, 
Prasarana/ 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Kesehatan/Medis 

b. Alat resusitasi 
c. Emergensi Trolly dan kelengkapannya 

d. Obat/Perbekalan Farmasi 
e. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 
f. Alat tindakan dan pemeriksaan medis 

g. Alat Pelindung Diri (APD) 
h. Alat non medis 

i. Mebelair 
j. Televisi 

k. Air Conditioner (AC) 
l. Kipas Angin 
m. Telepon 

n. Alat Tulis Kantor (ATK) 
o. Komputer dan Printer 

p. Software dan Jaringan Internet 
2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Perawatan Pasien Rawat Inap  
b. Ruang Perawat/Nurse Station 

c. Ruang Konsultasi Dokter 
d. Ruang Tindakan 
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e. Ruang Kepala Ruang 
f. Ruang Tunggu 

g. Ruang Rapat 
h. Ruang Ganti Petugas 

i. Toilet/Kamar Mandi Pasien 
j. Toilet/Kamar Mandi Petugas 

k. Spoelhoek 
l. Ruang Janitor 
m. Gudang 

n. Ruang Penyimpanan Obat dan Alat Kesehatan 
o. Dapur/Pantry 

p. Mushola 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  
a. Ijazah Dokter Spesialis/Sub Spesialis sesuai 

bidangnya 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 
(sesuai bidangnya) 

2. Dokter Umum:  
a. Ijazah Dokter Umum 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP) 

c. SK Penugasan Klinis Kewenangan Klinis (sesuai 

bidangnya) 
d. Sertifikat Basic Life Support (BLS)/Pertolongan 

Pertama Gawat Darurat (PPGD)/General 
Emergency Life Support (GELS)/Advance Trauma 

Life Support (ATLS)/Advance Cardiovascular Life 
Support (ACLS) 

3. Perawat/Bidan:  
a. Ijazah Diploma (D3)/ Sarjana (S1) 

Keperawatan/Kebidanan 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Kerja Bidan 

(SIKB) 
c. Sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 

(BTCLS) 
4. Petugas Farmasi: 

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 
b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 

Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 
Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 
Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 

Praktek Apoteker (SIPA) 
5. Petugas Gizi/Nutrisionis: 

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Gizi Klinik 
b. Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek 

(SIP) 
6. Petugas Administrasi:  

a. Minimal Ijazah SMA 

b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 
komputer 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat 

Inap 
2. Supervisi oleh manajemen 
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3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
yang terdiri dari: 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 
2. Dokter Umum 

3. Manajer Pelayanan Pasien 
4. Perawat/Bidan 

5. Petugas Farmasi 
6. Petugas Gizi 
7. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 

2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien 

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
D. PELAYANAN BEDAH SENTRAL 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Kartu Identitas (KTP/Paspor) 
2. Surat Jaminan Perawatan (Kartu BPJS/Kartu 

Asuransi/Jaminan Jasa Raharja) 
3. Terdaftar sebagai pasien  IBS di aplikasi SiWongso 

2. Sistem, 

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pasien dengan indikasi operasi diberi penjelasan 
oleh dokter 

2. Apabila pasien setuju operasi, maka dilakukan 
pemeriksaan penunjang yang diperlukan 

3. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan 
tindakan (Informed Consent) 

4. Pasien didaftarkan di kamar operasi/IBS oleh 
perawat klinik rawat jalan/petugas IGD/petugas 
rawat inap melalui aplikasi SiWongso 
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5. Dokter anestesi melakukan pemeriksaan dan 
menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien 

6. Dokter anestesi dan pasien menandatangani  
persetujuan tindakan anestesi 

7. Dilakukan asesmen pra bedah, pra sedasi dan 
penandaan lokasi operasi (site marking) 

8. Selanjutnya dilakukan persiapan pre operasi dan 
pasien diantar petugas ke kamar operasi sesuai 
jadwal operasi 

9. Pasien diterima di ruang serah terima pasien dengan 
melakukan serah terima antara petugas ruang asal 

pasien dengan petugas IBS 
10. Pasien ditransfer dari ruang serah terima ke kamar 

operasi 
11. Dilakukan operasi di kamar operasi oleh Dokter  

12. Selesai operasi pasien dilakukan observasi di ruang 
pemulihan/Recovery Room 

13. Setelah pasien memenuhi kriteria pemulihan, 

pasien diserahterimakan dengan petugas ruang asal 
pasien 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Pelayanan IBS 24 (dua puluh empat) jam setiap hari 

2. Waktu tunggu operasi elektif adalah 2 (dua) hari  
3. Waktu penyelesaian pelayanan bedah sentral 

tergantung pada jenis operasi dan kondisi pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Asuransi Lain: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Bedah Sentral adalah:  

1. Tindakan Operasi Kecil    
2. Tindakan Operasi Sedang   

3. Tindakan Operasi Besar 
4. Tindakan Operasi Khusus 
5. Tindakan Anestesi 

6. Penanganan, 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 

berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  
a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 

e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 

g. google review 
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PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

269/Menkes/Per/III/2008 tentang Kamar Operasi; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi 
Intensif di Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana, 
Prasarana/ 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan adalah:  
a. Alat Kesehatan/Medis  

b. Alat Non Medis 
c. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 

d. Obat/Perbekalan Farmasi 
e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Telepon 

g. Televisi 
h. Alat Tulis Kantor (ATK) 

i. Mebelair 
j. Telefon 

k. Air Conditioner (AC)  
l. Komputer dan Printer 
m. Software dan Jaringan Internet 
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2. Prasarana yang digunakan meliputi:  
a. Ruang Pendaftaran/Administrasi 

b. Ruang Serah Terima Pasien/Pre Operasi  
c. Ruang Induksi  

d. Ruang Bedah/Kamar Operasi 
e. Ruang Pulih Sadar 

f. Ruang Endoscopy 
g. Depo Farmasi 
h. Ruang Tunggu 

i. Ruang Kepala Instalasi Bedah Sentral 
j. Ruang Diskusi 

k. Ruang Dokter Anestesi 
l. Ruang Petugas Jaga 

m. Ruang Penyimpanan Instrumen Steril dan Non 
Steril 

b. Ruang Ganti 

c. Toilet Penunggu Pasien 
d. Toilet/Kamar Mandi Petugas 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  

a. Ijazah Dokter Spesialis/Sub Spesialis sesuai 
bidangnya 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 

(sesuai bidangnya) 
2. Perawat/Bidan:  

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) 
Keperawatan/Kebidanan 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Kerja Bidan 
(SIKB) 

c. Sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 
(BTCLS) 

3. Petugas Farmasi: 
a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 

b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 
Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 
Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 

Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 
Praktek Apoteker (SIPA) 

4. Petugas Administrasi:  
a. Minimal Ijazah SMA 

b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 
komputer 

5. Pelaksana sebagai Petugas Tata Graha 

a. Minimal Ijazah SMA 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 
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5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

bedah sentral yang terdiri dari: 
1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 

2. Perawat 
3. Bidan 

4. Radiografer 
5. Petugas Farmasi 
6. Petugas Administrasi 

7. Petugas Tata Graha 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 

2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 

digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
E. PELAYANAN RAWAT INTENSIF DEWASA 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien Umum:  
a. Kartu Identitas (KTP/Paspor) 

b. Surat pengantar rawat intensif dewasa 
(admission note) dari dokter yang memeriksa 

2. Pasien BPJS atau Jaminan Asuransi lain:  
a. Kartu Identitas (KTP/Kartu BPJS/Kartu 

Kepesertaan Asuransi) 
b. Surat pengantar rawat intensif dewasa 

(admission note) dari dokter yang memeriksa 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. DPJP menetapkan pasien memenuhi indikasi masuk 
Ruang Rawat Intensif Dewasa 
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2. Pasien/keluarga pasien mendapat penjelasan oleh 
DPJP tentang kondisi dan alasan mengapa pasien 

harus dirawat di ruang rawat intensif.  
3. Pasien/keluarga pasien menandatangani informed 

consent 
4. Pasien mendapatkan surat pengantar rawat intensif 

(admission note) dari DPJP 
5. Pengantar pasien menuju ke Tempat Pendaftaran 

Pasien Rawat Inap (TPPRI) 
6. Petugas TPPRI memverifikasi dan menginformasikan 

ketersediaan ruang intensif dewasa kepada 

pasien/keluarga pasien kemudian pasien/ keluarga 
pasien mengisi dan menandatangani General 

Consent 
7. Petugas portir dan/perawat IGD mengantarkan 

pasien ke ruang rawat intensif dan menyerahkan 
pasien kepada dokter jaga intensif dan/perawat 
ruang rawat intensif dewasa 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Pelayanan Rawat Intensif Dewasa 24 (dua puluh 

empat) jam setiap hari 
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan rawat 

intensif dewasa sesuai kondisi pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Asuransi Lain: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Rawat Intensif Dewasa terdiri atas:  

1. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) 
2. Pelayanan Cardiovasculer Care Unit (CVCU)/ 

Intensive Cardiology Care Unit (ICCU) 

6. Penanganan, 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  

1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 
Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 

lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 
2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 

f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1778 / Menkes 
/ SK / XII / 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan di Intensive Care Unit Rumah Sakit; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/ 
Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Anesthesiologi dan Terapi Intensif di 
Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar 
Pelayanan Anestesi di Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 

Prasarana 
dan/atau 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   

a. Alat Kesehatan/Medis 
b. Alat Non Medis 

c. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 
d. Obat/Perbekalan Farmasi 

e. Telepon 
f. Televisi 
g. Alat Tulis Kantor (ATK)  

h. Mebelair 
i. Air Conditioner (AC)  

j. Komputer dan Printer 
k. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  
a. Ruang Perawatan Pasien 
b. Nurse Station 

c. Ruang Diskusi 
d. Ruang Edukasi Pasien dan Keluarga 

e. Ruang Kepala Instalasi Rawat Intensif Dewasa 
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f. Ruang Administrasi 
g. Ruang Ganti 

h. Ruang Dokter 
i. Spoelhoek 

j. Ruang Tunggu 
k. Mushola 

l. Gudang 
m. Toilet/Kamar mandi penunggu pasien 
n. Toilet/Kamar mandi petugas 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  

a. Ijazah Dokter Spesialis/Sub Spesialis sesuai 
bidangnya 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 
(sesuai bidangnya) 

2. Dokter Umum:  

a. Ijazah Dokter Umum 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP) 
c. SK Penugasan Klinis Kewenangan Klinis (sesuai 

bidangnya) 
d. Sertifikat Basic Life Support (BLS)/Pertolongan 

Pertama Gawat Darurat (PPGD)/General 

Emergency Life Support (GELS)/Advance Trauma 
Life Support (ATLS)/Advance Cardiovascular Life 

Support (ACLS) 
3. Perawat/Bidan:  

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) 
Keperawatan/Kebidanan 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Kerja Bidan 

(SIKB) 
c. Sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 

(BTCLS) 

4. Petugas Farmasi: 
a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 

b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 
Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 

Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 
Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 
Praktek Apoteker (SIPA) 

5. Petugas Administrasi:  
a. Minimal Ijazah SMA 

b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 
komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat 

Intensif Dewasa 
2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

rawat intensif dewasa, terdiri dari: 
1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 

2. Dokter Umum 
3. Perawat/Bidan 
4. Petugas Farmasi 
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5. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien  
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 

Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 
3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 
4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 

digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 
e. Alat Pelindung Diri (APD) 

f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 
cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 
2 (dua) kali dalam setahun 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 
perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
F. PELAYANAN RAWAT INTENSIF ANAK 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien BPJS atau Jaminan Asuransi:  

a. Kartu Identitas (KTP/Kartu Keluarga/Kartu 
BPJS/Kartu Kepesertaan Asuransi) 

b. Surat pengantar rawat intensif (admission note) 
dari dokter yang memeriksa 

2. Pasien Umum:  

a. Kartu Identitas (KTP/Kartu Keluarga/Paspor) 
b. Surat pengantar rawat intensif (admission note) 

dari dokter yang memeriksa 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. DPJP menetapkan pasien memenuhi indikasi masuk 
Ruang Rawat Intensif Anak 

2. Pasien/keluarga pasien mendapat penjelasan oleh 
DPJP tentang kondisi dan alasan mengapa pasien 
harus dirawat di ruang rawat intensif anak.  

3. Pasien/keluarga pasien menandatangani informed 
consent 

4. Pasien mendapatkan surat pengantar rawat intensif 
(admission note) dari DPJP 

5. Keluarga/pengantar pasien menuju ke TPPRI 
6. Petugas TPPRI memverifikasi dan menginformasikan 

ketersediaan ruang intensif anak kepada 
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pasien/keluarga pasien kemudian pasien/keluarga 
pasien mengisi dan menandatangani General 

Consent 
7. Petugas portir dan/perawat IGD mengantarkan 

pasien ke ruang rawat intensif anak dan 
menyerahkan pasien kepada dokter jaga intensif 

dan/perawat ruang rawat intensif anak 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Pelayanan rawat intensif anak 24 (dua puluh empat) 
jam setiap hari 

2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan rawat 

intensif anak sesuai kondisi pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 
Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Asuransi Lain: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 

kesehatan 

5. Produk Pelayanan  

6. Penanganan, 
Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  
a. Whatsapp: 08893536866 

b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 

e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 

g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1778 / Menkes 

/ SK / XII / 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan di Intensive Care Unit Rumah Sakit; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/ 

Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Anesthesiologi dan Terapi Intensif di 
Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman 

Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit 
Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D. 

2. Sarana dan 
Prasarana 

dan/atau 
Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Kesehatan/Medis 

b. Alat Non Medis 
c. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 

d. Obat/Perbekalan Farmasi 
e. Telefon 

f. Televisi 
g. Alat Tulis Kantor (ATK)  
h. Mebelair 

i. Air Conditioner (AC)  
j. Komputer dan Printer 

k. Software dan Jaringan Internet 
2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Perawatan Pasien 
b. Nurse Station 

c. Ruang Rapat 
d. Ruang Edukasi Pasien dan Keluarga 
e. Ruang Kepala Instalasi Rawat Intensif Anak 

f. Ruang Administrasi 
g. Ruang Ganti 

h. Spoelhoek 
i. Ruang Tunggu 

j. Mushola 
k. Gudang 
l. Toilet/Kamar mandi penunggu pasien 

m. Toilet/Kamar mandi petugas 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  
a. Ijazah Dokter Spesialis/Sub Spesialis sesuai 

bidangnya 
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b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 
(sesuai bidangnya) 

2. Dokter Umum:  
a. Ijazah Dokter Umum 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP) 

c. SK Penugasan Klinis Kewenangan Klinis (sesuai 

bidangnya) 
d. Sertifikat Basic Life Support (BLS)/Pertolongan 

Pertama Gawat Darurat (PPGD)/General 
Emergency Life Support (GELS)/Advance Trauma 

Life Support (ATLS)/Advance Cardiovascular Life 
Support (ACLS) 

3. Perawat/Bidan:  
a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) 

Keperawatan/Kebidanan 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Kerja Bidan 

(SIKB) 
c. Sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 

(BTCLS) 
4. Petugas Farmasi: 

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 
b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 

Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 
Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 
Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 

Praktek Apoteker (SIPA) 
5. Petugas Administrasi:  

a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat 

Intensif Anak 
2. Supervisi oleh manajemen 

3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
rawat intensif anak, terdiri dari: 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 
2. Dokter Umum 
3. Perawat/Bidan 

4. Petugas Farmasi 
5. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 

2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 

Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 
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4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 

a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 

c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 
e. Alat Pelindung Diri (APD) 

f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 
cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 
2 (dua) kali dalam setahun 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 
perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 

G. PELAYANAN KAMAR BERSALIN 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien Umum:  

a. Kartu Identitas (KTP/Paspor) 
b. Surat pengantar rawat kamar bersalin 

(admission note) dari dokter yang 

memeriksa/DPJP 
2. Pasien BPJS atau Jaminan Asuransi lain:  

a. Kartu Identitas (KTP/Kartu BPJS/Kartu 
Kepesertaan Asuransi)  

b. Surat pengantar rawat kamar bersalin (admission 
note) dari dokter yang memeriksa/DPJP 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pasien mendapatkan surat pengantar rawat kamar 

bersalin (admission note) dari dokter yang 
memeriksa/DPJP 

2. Pasien atau pengantar pasien menyerahkan surat 

pengantar rawat kamar bersalin (admission note) ke 
Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) 

3. Petugas TPPRI melakukan verifikasi dan 
menginformasikan ketersediaan tempat di kamar 

bersalin kepada pasien/keluarga/ pengantar 
4. Pasien/keluarga/pengantar mengisi dan 

menandatangani General Consent 
5. Perawat/portir mengantarkan pasien ke ruang 

perawatan dan menyerahkan pasien kepada petugas 

ruang kamar bersalin 

3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

1. Pelayanan kamar bersalin 24 (dua puluh empat) jam 
setiap hari 

2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan kamar 
bersalin sesuai kondisi pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
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2. Pasien BPJS: 
Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 

dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 
3. Pasien Asuransi Lain: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Kamar Bersalin terdiri atas:  

1. Partus Normal 
2. Vacum Ekstraksi 
3. Partus Patologis 

4. Partus Fisiologis 
5. Perawatan Ante Partum 

6. Observasi  

6. Penanganan, 
Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  
a. Whatsapp: 08893536866 

b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 

g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 
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10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 

tentang Rekam Medis; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman 
Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit 

Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D. 

2. Sarana dan 
Prasarana 

dan/atau 
Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Kesehatan/Medis 
b. Emergency Set Bayi 

c. Emergency Set Dewasa 
d. Alat Non Medis 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Obat/Perbekalan Farmasi 

g. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 
h. Mebelair 

i. Alat Tulis Kantor (ATK) 
j. Air Conditioner (AC) 
k. Telefon 

l. Televisi 
m. Komputer dan Printer 

n. Software dan Jaringan Internet 
2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Tindakan 
b. Ruang Pengawasan 
c. Ruang Observasi 

d. Ruang Isolasi 
e. Ruang Kepala Instalasi Kamar Bersalin 

f. Ruang Dokter 
g. Nurse Station 

h. Ruang Jaga 
i. Spoelhoek 
j. Ruang Tunggu 

k. Mushola 
l. Toilet/Kamar Mandi Pasien 

m. Toilet/Kamar Mandi Petugas 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  
a. Ijazah Dokter Spesialis/Sub Spesialis sesuai 

bidangnya 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 
(sesuai bidangnya) 

2. Dokter Umum:  
a. Ijazah Dokter Umum 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP) 

c. SK Penugasan Klinis Kewenangan Klinis (sesuai 

bidangnya) 
d. Sertifikat Basic Life Support (BLS)/Pertolongan 

Pertama Gawat Darurat (PPGD)/General 
Emergency Life Support (GELS)/Advance Trauma 

Life Support (ATLS)/Advance Cardiovascular Life 
Support (ACLS) 
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3. Bidan/Perawat:  
a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kebidanan/ 

Keperawatan 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Kerja Bidan (SIKB)/ Surat Izin Kerja Perawat 
(SIKP) 

c. Sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 
(BTCLS) 

4. Petugas Farmasi: 

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 
b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 

Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 
Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 

Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 
Praktek Apoteker (SIPA) 

5. Petugas Administrasi:  
a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Kamar 
Bersalin 

2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
kamar bersalin, terdiri dari: 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 
2. Dokter Umum 

3. Bidan/Perawat 
4. Petugas Farmasi 

5. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 

Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 

2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 
Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 

kerahasiaannya 
2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 

a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 

c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
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3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 
perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 

dan kepuasan pasien 

 
H. INSTALASI HEMODIALISA 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Surat perintah hemodialisa dari dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD-

KGH)/e-rekam medis di klinik Ginjal Hipertensi 
2. Informed Consent dari pasien atau keluarga pasien 

untuk dilakukan tindakan hemodialisa 
3. Persyaratan penjaminan tindakan hemodialisa dari 

penjamin 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pasien Baru 
a. Masuk dari IGD 

1) Pasien diperiksa dokter jaga IGD dan 

dikonsultasikan ke dokter Spesialis Penyakit 
Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD-

KGH) 
2) Pasien diputuskan untuk dilakukan 

Hemodialisa, keluarga/pasien 
menandatangani Informed concent.  

3) Petugas IGD menghubungi petugas 

Hemodialisa untuk jadwal dan tindak lanjut 
pasien 

4) Petugas IGD mengantar Pasien ke Ruang 
Hemodialisa 

5) Petugas Hemodialisa menerima pasien dan 
melaksanakan tindakan Hemodialisa 
 

b. Masuk dari Klinik Ginjal Hipertensi 
1) Pasien diperiksa dokter Spesialis Penyakit 

Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD-
KGH) dan diputuskan untuk dilakukan 

Hemodialisa dan menandatangani Informed 
concent 

2) Petugas Klinik Ginjal Hipertensi menghubungi 
petugas Hemodialisa untuk jadwal dan tindak 
lanjut pasien 

3) Petugas Klinik Ginjal Hipertensi mengantar 
Pasien ke Ruang Hemodialisa 

4) Petugas Hemodialisa menerima pasien dan 
melaksanakan tindakan Hemodialisa 

 
c. Masuk dari Rawat Inap 

1) Perawat ruang rawat inap mendaftarkan 

pasien ke ruang hemodialisa 
2) Pasien dan keluarga diberi penjelasan tentang 

hemodialisis oleh dokter Spesialis Penyakit 
Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD-

KGH) di ruang rawat inap 
3) Perawat ruang hemodialisa mengkonfirmasi 

ulang advis dari dokter Spesialis Penyakit 
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Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD-
KGH) dan mengecek persiapan Hemodialisa 

4) Keluarga penanggung jawab pasien 
menandatangani informed consent tindakan 

hemodialisa 
5) Pasien dibawa ke ruang hemodialisa oleh 

perawat ruangan sesuai jadwal 
6) Petugas Hemodialisa menerima pasien dan 

melaksanakan tindakan Hemodialisa 

2. Pasien Lama 
a. Pasien mendaftar di Ruang Hemodialisa 

b. Pasien diperiksa oleh dokter di ruang Hemodialisa 
c. Pasien dilakukan tindakan hemodialisa sesuai 

advis dokter 

3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

1. Waktu tunggu kesiapan mesin untuk hemodialisa 
berikutnya adalah 45 (empat puluh lima) menit 

2. Waktu tunggu tindakan hemodialisa paling lama 10 

(sepuluh) menit 
3. Waktu penyelesaian pelayanan hemodialisa sesuai 

dengan kondisi pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Jaminan Asuransi: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 

kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Hemodialisa pasien: 

1. Rawat jalan 
2. Rawat inap 

3. Rawat intensif 
4. Rawat Ruang Isolasi 

5. Gawat darurat 

6. Penanganan, 
Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  
a. Whatsapp: 08893536866 

b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 

g. google reviewmg.com 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 

tentang Rekam Medis; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 
SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 
Prasarana 
dan/atau 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Kesehatan/Medis  
b. Alat Non Medis 

c. Water Treatment 
d. Alat Pelindung Diri (APD) 

e. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 
f. Emergency Set 

g. Mebelair 
h. Telefon 
i. Televisi 

j. Alat Tulis Kantor (ATK) 
k. Air Conditioner (AC) 

l. Komputer dan Printer 
m. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  
a. Ruang Tindakan 

b. Ruang Pemeriksaan 
c. Ruang Konsultasi Dokter 
d. Ruang Water Treatment 

e. Ruang Diskusi 
f. Ruang Tunggu 

g. Ruang Administrasi 
h. Ruang Penyimpanan Obat 

i. Gudang Barang Habis Pakai 
j. Ruang Spoelhoek 
k. Toilet Pasien 

l. Toilet Petugas 
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3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis:  
a. Ijazah dokter spesialis/sub spesialis sesuai 

bidangnya 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP) 

c. Keputusan Direktur tentang Penugasan Klinis 

dan Kewenangan Klinis (sesuai bidangnya) 

d. Sertifikat Hemodialisa dan Peritoneal Dialisa.  
2. Dokter Umum:  

a. Ijazah dokter umum 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP) 

c. Keputusan Direktur tentang Penugasan Klinis 
dan Kewenangan Klinis (sesuai bidangnya) 

d. Sertifikat Hemodialisa dan Peritoneal 
Dialisa/Basic Life Support (BLS)/Pertolongan 
Pertama Gawat Darurat (PPGD)/General 

Emergency Life Support (GELS)/Advance 
Trauma Life Support (ATLS)/Advance 

Cardiovascular Life Support (ACLS) 
3. Perawat:  

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Keperawatan 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Kerja Perawat (SIKP)  

c. Sertifikat Hemodialisa dan Peritoneal 
Dialisa/Basic Trauma and Cardiac Life Support 

(BTCLS) 
4. Petugas Farmasi 

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Kefarmasian 
b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 

Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 

Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Surat 
Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin 

Praktek Apoteker (SIPA) 
5. Petugas Administrasi:  

a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi 

Hemodialisa 
2. Supervisi oleh manajemen 

3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
hemodialisa, terdiri dari: 
1. Dokter Spesialis/Sub Spesialis 

2. Dokter Umum 
3. Bidan/Perawat 

4. Petugas Farmasi 
5. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 

2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditentukan 
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7. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
I. INSTALASI REHABILITASI MEDIK 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien Umum: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP/Paspor) 
b. Surat kontrol bagi pasien kontrol 

2. Pasien BPJS atau Jaminan Asuransi lain: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu 
BPJS/Kartu Kepesertaan Asuransi 

b. Surat Rujukan Online/Surat Kontrol 
3. Pasien Jasa Raharja: 

a. NIK Pasien 
b. Surat jaminan dari Jasa Raharja 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

A. Rawat Jalan 
1. Pasien BPJS dan Jaminan Asuransi lain:  

a. Pasien melakukan pendaftaran online melalui 
aplikasi MyRSWN/Website: rswnsmg.com/JKN 

Mobile 

b. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang 

Rehabilitasi Medik 
c. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi 
d. Pasien melakukan finger print dan petugas 

menerbitkan e-SEP 
e. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan 

Rehabilitasi (Sp.KFR) melakukan asesmen untuk 
menentukan diagnosis medik dan fungsional 

f. Pasien mendapat pelayanan sesuai kebutuhan 
g. Setelah menjalani proses rehabilitasi medik, 

pasien mendapat surat kontrol untuk program 

tindakan selanjutnya 
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2. Pasien Umum:   
a. Pasien melakukan registrasi pada aplikasi 

MyRSWN/web RSWN/JKN Mobile 
b. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang 

Rehabilitasi Medik 
c. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan 

Rehabilitasi (Sp.KFR) melakukan asesmen untuk 
menentukan diagnosis medik dan fungsional 

d. Pasien menuju kasir Gatotkaca dan melakukan 

pembayaran 
e. Pasien kembali ke Rehabilitasi Medik untuk 

mendapat pelayanan sesuai perintah Dokter 
Sp.KFR 

f. Setelah menjalani proses proses rehabilitasi 
medik, pasien mendapat surat kontrol untuk 
program tindakan selanjutnya 

 
B. Rawat Inap 

1. DPJP membuat rujukan melalui e-RM kepada dokter 
Sp.KFR 

2. Petugas ruangan rawat inap yang bersangkutan 
menyampaikan informasi kepada petugas 
pendaftaran rehabilitasi medik untuk diregistrasi 

dan disampaikan kepada dokter Sp. KFR 
3. Dokter Sp.KFR mendatangi ruang rawat inap sesuai 

informasi konsultasi, mempelajari e-RM pasien, 
memeriksa pasien dan melakukan asesmen untuk 

menentukan diagnosis medik dan fungsional serta 
indikasi rehabilitasi medik pasien 

4. Petugas rehabilitasi medik (Fisioterapis/Okupasi 

Terapis/Terapis Wicara/Psikolog) melakukan proses 
intervensi sesuai prosedur, intervensi dan evaluasi 

terhadap pasien dilakukan secara berkala dan di 
dokumentasikan dalam lembar Catatan 

Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) di e-RM 
pasien 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

Waktu pelayanan rehabilitasi medik: 
1. Rawat Jalan: 15 (lima belas) menit – 1 (satu) jam 

atau sesuai dengan kondisi pasien 
2. Rawat Inap: 15 (lima belas) menit – 1 (satu) jam atau 

sesuai dengan kondisi pasien 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Jaminan Asuransi: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri atas:  

1. Fisioterapi 
2. Okupasi Terapi 

3. Terapi Wicara 
4. Psikologi 
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6. Penanganan, 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  

1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 
Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 

lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 
2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 

b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 

f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 

tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 
SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
378/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pedoman 

Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit. 

2. Sarana, 
Prasarana/ 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Modalitas Panas 

b. Modalitas Dingin 
c. Modalitas Hidroterapi 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 45 #)



 

d. Modalitas Listrik 
e. Modalitas Laser 

f. Alat Okupasi Terapi 
g. Alat Terapi Wicara 

h. Alat Psikologi 
i. Alat Kesehatan/Medis 

j. Alat Pelindung Diri (APD) 
k. Telefon 
l. Televisi 

m. Alat Tulis Kantor (ATK) 
n. Air Conditioner (AC) 

o. Komputer dan Printer 
p. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana/Fasilitas yang digunakan terdiri atas: 
a. Ruang Musculosceletal 

b. Ruang Neuromuscular 
c. Ruang Kardiorespirasi 
d. Ruang Tumbuh Kembang Anak 

e. Ruang Stroke Center 
f. Ruang Hidroterap  

g. Ruang Psikolog 
h. Ruang Okupasi Terapi 

i. Ruang Snoezelen Terapi 
j. Ruang Terapi Wicara 
k. Ruang Sensori Integrasi 

l. Ruang Uji Fungsi 
m. Ruang Gymnasium 

n. Ruang Kepala Instalasi 
o. Ruang Dokter 

p. Ruang Perpustakaan Dan Diskusi 
q. Ruang Staf 
r. Loket Administrasi 

s. Ruang Tunggu 
t. Toilet Pasien 

u. Toilet Petugas 
v. Ruang Loker 

w. Tempat Parkir 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

1. Dokter Spesialis:  

a. Ijazah dokter spesialis sesuai bidangnya 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP) 
c. Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 

sesuai bidangnya 
2. Petugas Fisioterapis:  

a. Ijazah Diploma (D3) Fisioterapi  

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek Fisioterapi (SIPR) 

3. Petugas Okupasi Terapis:  
a. Ijazah Diploma (D3) Okupasi Terapi 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek Okupasi Terapi (SIPOT)  

4. Petugas Terapis Wicara:  

a. Ijazah Diploma (D3) Terapi Wicara 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin 

Praktek Terapi Wicara (SIPTW) 
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5. Psikolog:  
a. Ijazah Sarjana Psikologi 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek Psikologi (SIPP) 

6. Petugas Administrasi Ruang:  
a. Ijazah SMA 

b. Memiliki sertifikat komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 

3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
rehabilitasi medik, terdiri dari: 

1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 
(Sp.KFR) 

2. Petugas Fisioterapi 

3. Petugas Okupasi Terapi 
4. Petugas Terapi Wicara 

5. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 

Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien  
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 
Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 

kerahasiaannya 
2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 
3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 

a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 

c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 
e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

2. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

3. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 
2 (dua) kali dalam setahun 

4. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 
perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 

J. PELAYANAN FARMASI 
 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 
1. Rawat Jalan:  

a. e-resep dari dokter pemeriksa 
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b. Surat Eligibilitas Pasien (SEP) untuk pasien 
BPJS (e-SEP) 

c. Kelengkapan jaminan BPJS: foto kopi hasil 
pemeriksaan penunjang/tindakan 

2. Rawat Inap: lembar resep One Dose Daily Dispensing 
(ODDD) 

2. Sistem, 

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. IGD/Rawat Jalan:  

a. Dokter menuliskan e-resep  
b. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai e-resep 
c. Pasien mengambil nomor antrian pengambilan 

obat di anjungan 
d. Petugas Farmasi melakukan telaah resep 

terhadap kelengkapan administrasi, farmasetis 
dan persyaratan klinis 

e. Petugas farmasi melakukan entry data resep 
yang telah ditelaah kebenarannya 

f. Petugas farmasi mencetak etiket obat dan 

mencocokkan antara resep dan etiket yang 
tercetak 

g. Petugas farmasi melakukan pengecekkan 
dengan memeriksa kebenaran obat yang telah 

disiapkan sesuai resep meliputi nama pasien, 
jenis obat serta aturan pakai obat, serta 
menuliskan tanggal kadaluwarsa obat pada 

etiket 
h. Petugas farmasi menyerahkan dan menjelaskan 

cara pemakaian obat pada pasien dengan lebih 
dahulu memastikan kebenaran identitas pasien 

2. Rawat Inap:  
a. Dokter menuliskan  e-resep, setelah dilakukan 

pemeriksaan kondisi pasien 

b. Petugas Farmasi melakukan telaah resep 
c. Petugas farmasi klinis menyiapkan perbekalan 

farmasi sesuai resep dokter di depo farmasi 
d. Petugas farmasi klinis memasukkan perbekalan 

farmasi ke tempat penyimpanan masing-masing 
pasien dan menjelaskan cara pemakaian obat 
pada pasien 

3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

1. Pelayanan Farmasi buka 24 (dua puluh emapt) jam 

setiap hari 
2. Pelayanan obat jadi paling lama 30 (tiga puluh) 

menit 
3. Pelayanan obat racikan paling lama 60 (enam puluh) 

menit 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Tarif Inacbg’s 

3. Pasien Jaminan Asuransi: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 
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5. Produk Pelayanan 

Pelayanan farmasi terdiri:  
1. Pelayanan Obat Jadi 

2. Pelayanan Obat Racik 
3. Pelayanan Informasi dan Konsultasi Obat 

6. Penanganan, 

Pengaduan, 
Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 

berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 

e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah 

Sakit 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 
Prasarana 

dan/atau 
Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Racik Obat (Mortir, Alat Timbang, Alat Press, 

Bungkus Racik) 
b. Rak Obat 
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c. Lemari Pendingin 
d. Lemari Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika 

e. Lemari B3 
f. Lemari High Alert Medicine (HAM) 

g. Lemari Penyimpanan Dokumen 
h. Thermometer Ruangan 

i. Alat Ukur Kelembaban Udara 
j. Alat Non Medis (troly, mikrofon, dll) 
k. Mebelair 

l. Alat Tulis Kantor (ATK) 
m. Telepon 

n. Air Conditioner (AC) 
o. Komputer dan Printer 

p. Software dan Jaringan Internet 
2. Prasarana/Fasilitas yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Terima Resep/Serah Obat 
b. Gudang Farmasi 
c. Depo Farmasi Rawat Inap 

d. Depo Farmasi IBS dan Cathlab 
e. Depo Farmasi IGD 

f. Depo Farmasi Rawat Jalan 
g. Ruang Konsultasi Pasien 

h. Ruang Kepala Instalasi Farmasi 
i. Ruang Tunggu 
j. Ruang Racik Obat 

k. Gudang Kecil 
l. Ruang Administrasi 

m. Mushola 
n. Toilet Pasien 

o. Toilet Petugas 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Apoteker:  

a. Ijazah Profesi Apoteker 
b. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan 

Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) 
2. Tenaga Teknis Kefarmasian:  

a. Ijazah Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 
b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis 

Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja 

Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) 
3. Petugas Administrasi:  

a. Minimal Ijazah SLTA atau sederajat 
b. Sertifikat komputer 

4. Petugas Logistik Farmasi Rawat Inap:  
a. Minimal Ijazah SMA atau sederajat 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

farmasi, terdiri dari: 
1. Apoteker 
2. Tenaga Teknis Kefarmasian 

3. Petugas Administrasi 
4. Petugas Logistik Farmasi Rawat Inap 

6. Jaminan 

Pelayanan 
1. Maklumat Pelayanan 
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2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 
Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 

kerahasiaannya 
2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 
3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 

a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 

c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 
2 (dua) kali dalam setahun 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 

K. PELAYANAN LABORATORIUM 
 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien Umum: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP/Paspor) 
b. Permintaan pemeriksaan laboratorium melalui e-

RM pasien 
2. Pasien BPJS: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu BPJS 
b. Permintaan pemeriksaan laboratorium melalui e-

RM pasien 

c. Surat Eligibilitas Pasien (e-SEP) 
3. Pasien Jaminan Asuransi lain: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu 
Kepesertaan Asuransi 

b. Permintaan pemeriksaan laboratorium melalui e-
RM pasien 

Catatan: Pasien umum dapat meminta pemeriksaan 

laboratorium secara mandiri (atas permintaan sendiri), 
tidak perlu membawa Form Permintaan Pemeriksaan 

Laboratorium 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Rawat Jalan 
a. DPJP menuliskan permintaan pemeriksaan 

laboratorium pasien di e-RM 

b. Pasien menuju kasir untuk melakukan 
pembayaran (untuk pasien umum) 
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c. Pasien ke laboratorium untuk dilakukan 
pengambilan sampel oleh petugas laboratorium 

d. Petugas administrasi laboratorium mencetak 
label identitas pasien dan menyerahkan ke 

bagian sampling 
1) Patologi Klinik: 

a) Petugas sampling melakukan identifikasi 
pasien 

b) Petugas sampling melakukan 

pengambilan sampel sesuai dengan 
kebutuhan pemeriksaan yang diminta 

c) Petugas laboratorium melakukan 
pemeriksaan sesuai permintaan DPJP 

d) Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 
melakukan ekspertisi hasil, dan hasil 
akan tercetak secara otomatis 

e) Pasien mengambil hasil laboratorium 
2) Patologi Anatomi 

a) Petugas laboratorium menyiapkan 
peralatan dan bahan untuk melakukan 

sampling, kemudian memanggil pasien 
ke ruang sampling untuk dilakukan 
pengambilan sampel sesuai permintaan 

pemeriksaan 
b) Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) 

melakukan identifikasi pasien 
c) Dokter Sp.PA melakukan pengambilan 

sampel sesuai dengan kebutuhan 
pemeriksaan yang diminta, selanjutnya 
dilakukan pengolahan sampel 

d) Dokter Sp.PA melakukan ekspertisi hasil 
e) Pasien mengambil hasil laboratorium 

2. Rawat Inap 
a. Patologi Klinik 

1) DPJP menuliskan permintaan pemeriksaan 
laboratorium pasien di e-RM pasien 

2) Petugas Rawat Inap melakukan pengambilan 

sampel sesuai permintaan pemeriksaan 
kemudian mengirimkan sampel ke 

laboratorium 
3) Petugas administrasi laboratorium 

memverifikasi berkas pasien dan melakukan 
input pada billing system dan Laboratory 

Information System (LIS) 
4) Petugas Laboratorium melakukan 

pemeriksaan sesuai permintaan DPJP 

5) Dokter Sp.PK melakukan ekspertisi hasil 
6) Hasil laboratorium dimasukkan di e-RM 

pasien 
b. Patologi Anatomi 

1) DPJP menuliskan permintaan pemeriksaan 
PA pasien pada di e-RM 

2) Petugas IBS/perawat rawat inap 

mengantarkan spesimen PA dari Kamar 
Operasi ke Instalasi Laboratorium 
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3) Petugas Laboratorium menerima spesimen 
PA dan melakukan identifikasi pasien pada 

spesimen pasien meliputi nama, nomer 
rekam medik, tanggal lahir pasien  

4) Petugas administrasi laboratorium 
memverifikasi berkas pasien dan dilakukan 

input pada billing system 
5) Petugas laboratorium PA dan Dokter Sp.PA 

melakukan pengolahan sampel 

6) Hasil pemeriksaan diverifikasi oleh Dokter 
Sp.PA dan dimasukkan dalam e-RM pasien 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Pelayanan Laboratorium buka 24 (dua puluh empat) 

jam setiap hari 
2. Patologi Klinik: 

a. Rawat Jalan dan Rawat Inap Reguler: Waktu 
tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 140 
(seratus empat puluh) menit kimia darah dan 

darah rutin 
b. IGD/Pasien Cito: Waktu tunggu hasil pelayanan 

laboratorium ≤ 60 (enam puluh) menit 
3. Patologi Anatomi: ≤ 5 (lima) hari 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 
Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 

dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 
3. Pasien Jaminan Asuransi: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Laboratorium terdiri atas:  
1. Patologi Klinik 

2. Patologi Anatomi 
3. Mikrobiologi 

4. Biomolekuler 

6. Penanganan, 
Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  
a. Whatsapp: 08893536866 

b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 

g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/ 
Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana, 

Prasarana/ 
Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   

a. Alat Kesehatan/Medis 
b. Alat Non Medis 
c. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 

d. Perbekalan Farmasi (Reagen) 
e. Telefon 

f. Televisi 
g. Alat Tulis Kantor (ATK)  

h. Mebelair 
i. Air Conditioner (AC)  

j. Komputer dan Printer 
k. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Pendaftaran (Loket/Meja Pendaftaran) 
b. Ruang Sampling 

c. Ruang Preparasi 
d. Ruang Patologi Anatomi 

e. Ruang Mikrobiologi 
f. Ruang Kepala Instalasi Laboratorium 
g. Ruang Diskusi 

h. Ruang Cuci Alat 
i. Ruang Pemeriksaan 

j. Ruang Jaga Petugas 
k. Ruang Tunggu 

l. Gudang Umum 
m. Gudang Reagen 
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n. Toilet Pasien 
o. Toilet Karyawan 

p. Pojok Dahak 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

1. Dokter Spesialis:  
a. Ijazah Dokter Spesialis sesuai bidangnya 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis 
(sesuai bidangnya) 

2. Pranata Laboratorium Kesehatan:  

a. Ijazah Diploma (D3) Analis 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Kerja (SIK) 
3. Petugas Administrasi:  

a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 

Sentral 
2. Supervisi oleh manajemen 

3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
laboratorium, terdiri atas: 
1. Dokter Sp.PK 

2. Dokter Sp.PA 
3. Dokter Sp.MK 

4. Pranata Laboratorium Kesehatan 
5. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien  
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 

Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 
4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 

digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 

f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 
cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 
perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 

dan kepuasan pasien 
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L. PELAYANAN BANK DARAH 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien Umum: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP/Paspor) 
b. Form Permintaan darah dari DPJP melalui e-RM 

pasien 
2. Pasien BPJS: 

a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu BPJS 

b. Form Permintaan darah melalui e-RM pasien 
c. Surat Eligibilitas Pasien (e-SEP) 

3. Pasien Jaminan Asuransi lain: 
a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu 

Kepesertaan Asuransi 
b. Form Permintaan darah melalui e-RM pasien 

2. Sistem, 

Mekanisme dan 
Prosedur 

1. DPJP mengajukan permintaan darah dengan mengisi 
form permintaan darah yang disertai spesimen darah 

pasien 
2. Spesimen darah diberi identitas pasien sesuai dengan 

form permintaan darah 
3. Perawat Ruang mengantar Form permintaan darah ke 

Bank Darah 

4. Petugas Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) mencatat 
pada formulir permintaan darah: tanggal dan jam 

penerimaan formulir serta nama petugas dan paraf 
5. Petugas BDRS melakukan pemeriksaan golongan 

darah dan selanjutnya dilakukan Uji cocok serasi 
(crossmatch). Apabila ada permintaan komponen atau 

darah yang tidak bisa di proses di laboratorium, 
Petugas BDRS menghubungi perawat ruang untuk 
selanjutnya dilakukan prosedur rujuk ke PMI 

6. Hasil uji cocok serasi dilakukan verifikasi oleh Dokter 
Sp.PK  

7. Petugas BDRS menginformasikan kepada perawat 
ruang apabila darah telah selesai dilakukan uji cocok 

serasi dengan hasil compatible 
8. Petugas BDRS mengantarkan darah ke ruang rawat 

inap 

3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

Waktu Pelayanan Bank Darah buka 24 (dua puluh 

empat) jam sehari 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Jaminan Asuransi: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 

kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

1. Darah Whole Blood (WB) 

2. Komponen Packed Red Cell (PRC)  

3. Komponen  Thrombocyte Concentrate (TC) 

4. Komponen Fresh Frozen Plasma (FFP) 
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6. Penanganan, 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  

1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 
Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 

lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 
2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 

f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 
tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 

tentang Rekam Medis; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 
Prasarana 
dan/atau 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Kesehatan/Medis 

b. Alat Non Medis 
c. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 

d. Perbekalan Farmasi (Reagen) 
e. Telefon 
f. Televisi 
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g. Alat Tulis Kantor (ATK)  
h. Mebelair 

i. Air Conditioner (AC)  
j. Komputer dan Printer 

k. Software dan Jaringan Internet 
2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Pendaftaran (Loket/Meja Pendaftaran) 
b. Ruang Uji cocok serasi (crossmatch) 

c. Ruang Cuci Alat 
d. Ruang Pemeriksaan  
e. Ruang Tunggu 

f. Gudang Umum 
g. Gudang B3 

h. Toilet Pasien 
i. Toilet Karyawan 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Dokter Spesialis Patologi Klinik:  
a. Ijazah Dokter Spesialis Patologi Klinik 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis  
2. Pranata Laboratorium Kesehatan:  

a. Ijazah Diploma (D3) Analis 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Kerja (SIK) 

c. Sertifikat Pelatihan Bank Darah/UTDRS 
3. Petugas Administrasi:  

a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 
Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 

3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
bank darah, terdiri dari: 

1. Dokter Sp.PK 
2. Pranata Laboratorium Kesehatan 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien  
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 
Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 

satpam 
4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 

digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
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f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 
cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
M. PELAYANAN RADIOLOGI 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 

1. Pasien Umum: 
a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP/Paspor) 

b. Permintaan pemeriksaan radiologi melalui e-RM 
pasien 

2. Pasien BPJS: 
a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu BPJS 

b. Permintaan pemeriksaan radiologi melalui e-RM 
pasien 

c. Surat Eligibilitas Pasien (e-SEP) 

3. Pasien Jaminan Asuransi lain: 
a. NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu 

Kepesertaan Asuransi 
b. Permintaan pemeriksaan radiologi melalui e-RM 

pasien 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Rawat Jalan 
a. DPJP menuliskan permintaan pemeriksaan 

radiologi pasien di e-RM pasien 

b. Pasien menuju kasir untuk melakukan 
pembayaran (untuk pasien umum) 

c. Pasien menuju ruang radiologi untuk dilakukan 
pemeriksaan radiologi 

d. Petugas administrasi radiologi mencetak label 
identitas pasien dan menyerahkan berkas 
pemeriksaan pasien serta label identitas pasien 

ke petugas radiografer yang akan melakukan 
pemeriksaan 

e. Petugas radiografer menyiapkan peralatan 
untuk pemeriksaan, kemudian memanggil 

pasien ke ruang pemeriksaan 
f. Petugas radiografer atau dokter Spesialis 

Radiologi (Sp.Rad) melakukan identifikasi pasien  

g. Petugas radiografer atau dokter Sp.Rad 
melaksanakan pemeriksaan radiologi 

h. Dokter Sp. Rad melakukan pembacaan hasil dan 
melakukan ekspertisi dan dimasukkan dalam e-

RM pasien 
i. Petugas radiologi memberikan penjelasan 

kepada Pasien tentang hasil pemeriksaan 

Radiologi yang dapat diakses melalui barcode di 
Lembar Hasil Pemeriksaan 
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2. Rawat Inap/IGD 
a. Dokter menuliskan permintaan pemeriksaan 

radiologi pasien di e-RM 
b. Petugas IGD/Rawat Inap mengantar pasien ke 

ruang radiologi 
c. Petugas radiografer menyiapkan peralatan 

untuk pemeriksaan, kemudian memanggil 
pasien ke ruang pemeriksaan 

d. Petugas radiografer atau dokter Spesialis 

Radiologi (Sp.Rad) melakukan identifikasi pasien  
e. Petugas radiografer atau dokter Sp.Rad 

melaksanakan pemeriksaan radiologi 
f. Dokter Sp. Rad melakukan pembacaan hasil dan 

melakukan ekspertisi dan dimasukkan dalam e-
RM pasien 

g. Pasien yang telah selesai dilakukan pemeriksaan 

radiologi kembali ke ruang rawat inap/IGD 
h. Hasil pemeriksaan radiologi dimasukkan di e-RM 

3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

1. Pelayanan radiologi buka 24 (dua puluh empat) jam 

setiap hari 
2. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorak ≤ 3 (tiga) 

jam 
3. Waktu selesai hasil pemeriksaan radiologi cito: ≤ 1 

(satu) jam 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 

dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 
3. Pasien Jaminan Asuransi: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Pelayanan Radiologi:  

1. Radiologi Konvensional 
2. Radiologi dengan Kontras 
3. Radiologi Intervensi 

4. CT-Scan 
5. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

6. Ultrasonography (USG) 
7. Mammography 

6. Penanganan, 

Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 

berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 

e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 
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PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 
Prasarana 

dan/atau 
Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   
a. Alat Radiodiagnostik 

b. Alat Radioterapi 
c. Alat Kesehatan/Medis 

d. Emergency set 
e. Alat Non Medis 

f. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 
g. Alat Pelindung diri (APD) 

h. Telepon 
i. Televisi 
j. Alat Tulis Kantor (ATK)  

k. Mebelair 
l. Air Conditioner (AC)  

m. Komputer dan Printer 
n. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  
a. Ruang Pendaftaran 
b. Ruang Pemeriksaan USG 

c. Ruang Pemeriksaan CT Scan 
d. Ruang Pemeriksaan MRI 

e. Ruang Rontgen 
f. Ruang Pemeriksaan Panoramik 
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g. Ruang Pemeriksaan Mammografi 
h. Ruang Cathlab 

i. Ruang Operator 
j. Ruang Kepala Instalasi Radiologi 

k. Ruang Dokter 
l. Ruang Jaga 

m. Ruang Tunggu 
n. Toilet Pasien 
o. Toilet Kecil Karyawan 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Dokter Spesialis Radiologi:  

a. Ijazah Dokter Spesialis Radiologi 
b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 

Praktek (SIP)  
c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis  

2. Radiografer:  
a. Ijazah Diploma (D3) Teknik Radiodiagnostik dan 

Radioterapi 

b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat 
Ijin Kerja Radiografer (SIKR) 

3. Fisikawan Medik:  
a. Ijazah Sarjana Fisika Medik 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) 
4. Perawat:  

a. Ijazah Diploma (D3)/Sarjana (S1) Keperawatan 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Kerja Perawat (SIKP) 

c. sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support 
(BTCLS) 

5. Petugas Administrasi:  
a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
radiologi, terdiri dari: 

1. Dokter Sp.Rad 
2. Radiografer 

3. Fisikawan Medis 
4. Perawat 

5. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 

Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 
Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 

kerahasiaannya 
2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 
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a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 

c. Obat dan BHP Emergensi 
d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 
e. Alat Pelindung Diri (APD) 

f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 
cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 
setiap tahun 

2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 
2 (dua) kali dalam setahun 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 
perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 

dan kepuasan pasien 

 
N. PELAYANAN GIZI 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 
NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu BPJS/ Kartu 
Kepesertaan Asuransi 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Rawat Jalan: 
a. Pasien melakukan pendaftaran ke klinik rawat 

jalan 

b. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP lalu 

dikonsulkan ke Klinik Gizi 

Pasien yang bukan rujukan DPJP saat melakukan 

pendaftaran langsung ditujukan ke Klinik Gizi  

c. Pasien menuju ke ruang klinik Gizi 

d. Dokter Spesialis Gizi Klinik (Sp.GK)/Dietisien/ 

Ahli Gizi melakukan asesmen, pengkajian 

gizi,diagnosa gizi dan intervensi gizi (konseling 

gizi) 

e. Setelah selesai pasien umum melakukan 

pembayaran di kasir, untuk pasien BPJS kembali 

ke klinik sebelumnya 

2. Rawat Inap: 

a. DPJP yang menangani memberikan penjelasan 

kepada pasien dan keluarganya tentang terapi 

diet 

b. Ahli gizi melakukan skrining status gizi 

c. Dokter Sp.GK dan ahli gizi bekerja sama 

menentukan kebutuhan gizi, macam dan jenis 

diet serta cara pemberian makanan sesuai 

dengan status gizi dan penyakit pasien 

d. Ahli Gizi melakukan konseling dan penyuluhan 

gizi 

e. Dokter Sp.GK, ahli gizi dan perawat ruangan 

melakukan pemantauan dan evaluasi serta 

tindak lanjut terapi gizi 
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3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Rawat Jalan: 
a. Senin – Kamis: 08.00 – 13.30 

b. Jumat: 08.00 – 11.00 
2. Rawat Inap 

Setiap hari: sebelum jam 14.00 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Jaminan Asuransi: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 

kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

1. Rawat Jalan: pelayanan asuhan gizi berupa 

pengkajian gizi, diagnosa gizi, dan intervensi gizi 
(konseling gizi) 

2. Rawat Inap: pelayanan asuhan gizi berupa 
pengkajian gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi 

(edukasi/konseling gizi, terapi diet dalam bentuk 
makanan dan minuman) serta monev gizi 

6. Penanganan, 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  

1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 
Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 

lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 
2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 

f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 
SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 
Prasarana 

dan/atau 
Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   

a. Alat Kesehatan/Medis 
b. Alat Non Medis 

c. Food Model 
d. Telefon 

e. Televisi 
f. Alat Tulis Kantor (ATK)  
g. Mebelair 

h. Air Conditioner (AC)  
i. Komputer dan Printer 

j. Software dan Jaringan Internet 
2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Konseling 
b. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan 
c. Ruang Penerimaan Bahan Makanan 

d. Ruang Produksi Makanan 
e. Ruang Pemorsian 

f. Tempat Pencucian Alat Makan Pasien 
g. Tempat Pencucian Alat Masak 

h. Ruang Administrasi 
i. Ruang Kepala Instalasi Gizi 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

1. Dokter Spesialis Gizi Klinik:  
a. Ijazah Dokter Spesialis Gizi Klinik 

b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin 
Praktek (SIP)  

c. SK Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis  
2. Ahli Gizi:  

a. Ijazah Diploma (D3) Gizi 
b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat 

Ijin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) 

3. Pramusaji:  
a. Minimal Ijazah SMA/SMK 

b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 
komputer 

4. Petugas Administrasi:  
a. Minimal Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 
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4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

gizi, terdiri dari: 
1. Dokter Sp.GK 

2. Ahli Gizi 
3. Pramusaji 
4. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 

2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
O. PELAYANAN KAMAR JENAZAH 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan 
NIK Pasien/Kartu Identitas (KTP)/Kartu BPJS/ Kartu 

Kepesertaan Asuransi 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pasien IGD/Rawat Inap/Rawat Intensif dinyatakan 

meninggal oleh dokter pemeriksa 
2. Petugas IGD/Rawat Inap/Rawat Intensif segera 

memberitahukan ke petugas kamar jenazah 
3. Jenazah dibawa petugas ke kamar jenazah 

4. Petugas melakukan pelayanan pemulasaraan 
jenazah sesuai dengan permintaan keluarga pasien 

5. Jenazah diantar ke rumah duka dengan ambulans 

setelah pelayanan selesai sesuai permintaan 
keluarga pasien 
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3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

1. Pelayanan Kamar Jenazah 24 (dua puluh empat) jam 
setiap hari 

2. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah 
paling lama 2 (dua) jam 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 

dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 
3. Pasien Jaminan Asuransi: 

Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 
kesehatan 

5. Produk Pelayanan 
1. Pelayanan pemulasaraan jenazah muslim dan non 

muslim 

2. Pemeriksaan luar mayat kasus forensik 

6. Penanganan, 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 
berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  

1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 
Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 

lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 
2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 

b. email: rsud.semarangkota.go.id 
c. website: rswnsmg.com 

d. facebook: RswnSemarang 
e. twitter : @rswnsemarang 

f. instagram: @rswnsemarang 
g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 
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8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 

tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan 
Hukum; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana, 
Prasarana/ 

Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   

a. Lemari Pendingin Jenazah 
b. Trolly Jenazah 
c. Mortuary Table 

d. Meja Pemandian Jenazah 
e. Alat Pelindung Diri (APD) 

f. Telepon 
g. Alat Tulis Kantor (ATK)  

h. Mebelair 
i. Air Conditioner (AC)  

j. Komputer dan Printer 
k. Software dan Jaringan internet 

2. Prasarana yang digunakan terdiri atas:  

a. Ruang Memandikan Jenazah 
b. Ruang Mengkafani Jenazah 

c. Ruang Peletakan Jenazah 
d. Ruang Kepala Instalasi Kamar Jenazah 

e. Ruang Jaga 
f. Ruang Upacara Jenazah 
g. Ruang Tunggu 

h. Toilet/Kamar Mandi 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Petugas Pemulasaraan Jenazah:  
a. Ijazah SMA 

b. Memahami penjabaran tugas dan fungsi 
pemulasaraan jenazah 

2. Petugas Administrasi:  

a. Ijazah SMA 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
kamar jenazah, terdiri dari: 

1. Dokter Spesialis Forensik (Sp.F) 
2. Petugas Pemulasaraan Jenazah 

3. Petugas Administrasi 

6. Jaminan 

Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 
2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 
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7. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 

cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
P. UNIT PELAYANAN AMBULAN 

 

KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN PELAYANAN 

1. Persyaratan Permintaan penggunaan ambulan (by sistem) 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pasien dari luar rumah sakit:  

a. Pasien/keluarga/kerabat pasien mengajukan 
permintaan ambulans kepada petugas di IGD 

b. Perawat dan/atau dokter dan petugas ambulans  

mempersiapkan peralatan medis dan kendaraan 
sesuai kondisi pasien  

c. Ambulans menjemput pasien 
2. Pasien Rumah Sakit:  

a. Pasien/keluarga/kerabat pasien mengajukan 
permintaan ambulans untuk mengantar pasien 
kepada petugas IGD atau rawat inap 

b. Apabila pasien dirujuk ke rumah sakit lain 
disertai surat rujukan dari dokter 

c. Perawat dan/atau dokter dan petugas ambulans 
mempersiapkan peralatan medis dan kendaraan 

sesuai kondisi pasien 
d. Keluarga/kerabat pasien menyelesaikan 

administrasi dan ambulans mengantar pasien 

3. Pelayanan Ambulans Jenazah:  
a. Pasien dinyatakan sudah meninggal oleh dokter 

pemeriksa dan dibawa petugas ke kamar jenazah 
b. Keluarga/kerabat pasien menyelesaikan 

administrasi 
c. Petugas mempersiapkan ambulans untuk 

mengantar jenazah sesuai dengan permintaan 

keluarga/kerabat 
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3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Pelayanan Ambiulans 24 (dua puluh empat) jam 
setiap hari 

2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans 
pasien/ambulan jenazah paling lama 30 (tiga puluh) 

menit 

4. Biaya/Tarif 

1. Pasien Umum: 
Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

2. Pasien BPJS: 

Sesuai dengan hak kepesertaan tanpa iur biaya 
dijamin BPJS sesuai Standar Tarif JKN 

3. Pasien Jaminan Asuransi: 
Tarif sesuai surat perjanjian pemberian pelayanan 

kesehatan 

5. Produk Pelayanan 

Produk pelayanan ambulans meliputi:  

1. Pelayanan Ambulans Pasien 
2. Pelayanan Ambulans Jenazah 

6. Penanganan, 

Pengaduan, 
Saran dan 

Masukan 

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang 

berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:  
1. Pengaduan langsung melalui petugas Customer 

Service diRuang Pengaduan Paviliun Gatotkaca 
lantai 1 atau di Loket PIPP Paviliun Amarta lantai 1 

2. Pengaduan tidak langsung melalui media:  

a. Whatsapp: 08893536866 
b. email: rsud.semarangkota.go.id 

c. website: rswnsmg.com 
d. facebook: RswnSemarang 

e. twitter : @rswnsemarang 
f. instagram: @rswnsemarang 

g. google review 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 
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8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit. 

2. Sarana dan 
Prasarana 

dan/atau 
Fasilitas 

1. Sarana yang digunakan terdiri atas:   

a. Ambulans Pasien 
b. Ambulans Jenazah 
c. Alat Kesehatan/Medis 

d. Alat Non Medis 
e. Bahan Habis Pakai (BHP) 

f. Perbekalan Farmasi 
g. Telepon 

h. Alat Tulis Kantor (ATK)  
i. Mebelair 
j. Air Conditioner (AC)  

k. Komputer dan Printer 
l. Software dan Jaringan Internet 

2. Prasarana/Fasilitas yang digunakan terdiri atas:  
a. Ruang Parkir Ambulans 

b. Ruang Kantor Pool 
c. Toilet 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

Petugas ambulan:  
1. Minimal Ijazah SMA 

2. Surat Izin Mengemudi (SIM) 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Bedah 
Sentral 

2. Supervisi oleh manajemen 
3. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 

5. Jumlah 
Pelaksana 

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

6. Jaminan 
Pelayanan 

1. Maklumat Pelayanan 

2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien  

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan 

7. Jaminan 

Keamanan dan 
Keselamatan 
Pasien 

1. Identitas dan data medis pasien dijaga 
kerahasiaannya 

2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan 
keselamatan pasien 

3. Pengawasan keamanan oleh petugas keamanan/ 
satpam 

4. Sarana penunjang keamanan dan keselamatan yang 
digunakan: 
a. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) 

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant 
c. Obat dan BHP Emergensi 

d. Rambu, Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 
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f. Sarana prasarana pelayanan untuk penyandang 
cacat dan lansia 

8. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilaksanakan 

setiap tahun 
2. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 

2 (dua) kali dalam setahun 
3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan sebagai upaya 

perbaikan dan meningkatkan mutu, keselamatan 
dan kepuasan pasien 

 
 

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH 

K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG 

 

 

 

EKO KRISNARTO 
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